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”PRO JUSTITIA”S-17
Ketik kata sambung disini.....
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	SURAT PERINTAH PENYITAAN

	Nomor: SP.Sita / 17 / IV / RES.3. / 2026 / Satreskrim



Pertimbangan	:	bahwa untuk kepentingan penyidikan diperlukan mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya atas benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda yang tercipta dari suatu tindak pidana dan/atau benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana namun pemiliknya tidak diketahui, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

 Dasar	:	1. 	Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pasal 3 dan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Pasal 1 angka 14 dan angka 35, Pasal 5 ayat (2) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf f, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 89 huruf e, Pasal 113 ayat (3), Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 133, Pasal 156 ayat (1) huruf e, Pasal 158 huruf, Pasal 179 dan Pasal 361 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Laporan Polisi Nomor: LP / A / 01 / IV/ 2026 / SPKT / POLRES KONUT / POLDA SULTRA, tanggal 11 April 2026;
6. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 11 / IV / RES.3. / 2026 / Satreskrim / Polres Konut / Polda Sultra, tanggal 11 April 2026.
                                          		     
DIPERINTAHKAN
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Untuk	:	1.	melakukan penyitaan terhadap benda/barang bukti berupa surat-surat/dokumen/buku/kitab/daftar atau data tertulis lain, benda-benda lainnya atas benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda yang tercipta dari suatu tindak pidana dan/atau benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana namun pemiliknya tidak diketahui, ada hubungan langsung dengan dugaan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 dan atau Pasal 604 Jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang terjadi di Kel. Wanggudu Kec. Asera, pada tanggal 01 April 2024;
2. melakukan pencatatan berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri atau sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita atau keluarganya, yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik sebelum dibungkus. Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan yang ditulis di atas label dan ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan tersebut atau dipasang stiker pada bangunan dan plang pada obyek terbuka;
3. melakukan penyegelan dan diberikan label terhadap benda/barang bukti bergerak yang telah disita karena bentuk dan volumenya tidak memungkinkan untuk dibungkus;
4. penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya, menunjukkan surat perintah penyitaan dan/atau surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut ketika melakukan penyitaan, menjelaskan benda yang akan disita kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut atau keluarganya, yang dihadiri atau disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, selanjutnya penyidik wajib membuat berita acara penyitaan yang kemudian dibacakan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda, dengan diberi tanggal yang ditanda tangani oleh penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita dan saksi, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak penyitaan selesai dilakukan, penyidik memberikan turunan atau salinan surat perintah penyitaan atau surat izin penyitaan dan berita acara penyitaan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda dan kepada ketua pengadilan negeri;
Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita tidak berada di tempat, penyitaan wajib disaksikan oleh kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi. Setelah penyidik melakukan penyitaan, wajib membuat berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik, kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga dan saksi. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak penyitaan selesai dilakukan, penyidik memberikan salinan surat perintah penyitaan atau surat izin penyitaan dan berita acara penyitaan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda dan kepada ketua pengadilan negeri, terhadap benda yang pemiliknya tidak diketahui diajukan permohonan penyitaan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri;
Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri hanya atas benda bergerak dan untuk itu dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja wajib meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri;
5. melakukan koordinasi dengan instansi terkait atau pihak terkait;
6. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan s.d. selesai;
7. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab dan membuat Berita Acara Penyitaan dan/atau Berita Acara Penyegelan dan/atau Berita Acara Pembungkusan serta melaporkan kepada Atasan Penyidik.
Selesai.

	
	
		Dikeluarkan di: Asera

	pada tanggal	:	29
	April
	2026

	a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KONAWE UTARA




	Yang menerima perintah
	
	KASAT RESKRIM

	
	
	Selaku Penyidik

	
	
	

	
	
	

	STEVEN SATRIA PASARIBU, S.Tr.K.
	
	ABDUL AZIS HUSEIN LUBIS, S.T.K., S.I.K., M.H.

	IPDA NRP 02111702
	
	AJUN KOMISARIS POLISI NRP 93061048
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”PRO JUSTITIA”S-17.2
Ketik kata sambung disini.....

BERITA ACARA PENYITAAN
----- Pada hari ini Rabu tanggal 29 bulan April tahun dua ribu dua puluh enam, pukul 15:00 Wita, oleh saya : 	
	: STEVEN SATRIA PASARIBU, S.Tr.K. :	
Pangkat INSPEKTUR POLISI DUA NRP 02111702, Selaku Penyidik pada Kantor Polisi tersebut di atas bersama sama dengan : 	
1.	nama	: HADI MURDIONO;	
	pangkat/Nrp	: BRIGPOL / 95070275;	
	jabatan	: Penyidik Pembantu;	
2.	nama	: SHARIL;	
	pangkat/Nrp	: BRIPDA / 02101714;	
	jabatan	: Penyidik Pembantu;	
masing-masing dari Kantor Polisi yang sama, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita / 17 / IV / RES.3. / 2026 / Satreskrim, tanggal 29 April 2026 	
Telah melakukan penyitaan barang bukti/benda-benda atau surat atau tulisan lain sebagai berikut: 	
1)	1 (satu) Bundel Dokumen Asli Berupa Kontrak Lumpsum Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 034/21/SPK/PL- BRG/2024, yang Terdiri dari 16 ( Enam Belas ) lembar;
2)	1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Berupa Kontrak Lumpsum Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 034/22/SPK/PL- BRG/2024, yang Terdiri dari 16 ( Enam Belas ) Lembar.
Dari Saksi: 	
nama	: JUMRIN SYUKRI, S.T. 	
nomor identitas	: 7409010401860001 	
jenis kelamin	: Laki-laki 	
pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS) 	
alamat	: BTN Kendari Permai Blok 14 No. 5, Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara 	
Dengan disaksikan oleh : 	
1.	N a m a	: MUH. IMRAN P. 	
	Pekerjaan	: PNS 	
	Tempat Tinggal	: Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara 	
2.	N a m a	: ARMIN 	
	Pekerjaan	: Karyawan Honorer 	
	Tempat Tinggal	: Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara 	
Dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 dan atau Pasal 604 Jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang terjadi di Kel. Wanggudu Kec. Asera, pada tanggal 01 April 2024. 	
Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut: Barang Bukti tersebut disita dari Saksi yang menguasai barang An. JUMRIN SYUKRI, S.T. setelah barang bukti tersebut di serahkan kepada penyidik / penyidik pembantu di Polres Konawe Utara selanjutnya disimpan di tempat penyimpanan Barang Bukti guna Penyidikan lebih lanjut. Penyidik/penyidik pembantu menunjukkan surat perintah penyitaan kepada Saksi. 	
---------- Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Asera. 	
	
Saksi



JUMRIN SYUKRI, S.T.

	
Penyidik



STEVEN SATRIA PASARIBU, S.Tr.K.
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 02111702
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